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PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan penugasan serta
menunjang tercapainya output Penugasan Investigasi
Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang berkualitas dan
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders), perlu adanya pedoman  penugasan
investigasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  Bupati
tentang Pedoman Penugasan Investigasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasunian (Berita
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN
INVESTIGASI
Pasal 1

Pedoman Penugasan Investigasi yang selanjutnya disebut dengan PPI adalah
norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat Kabupaten
Pasuruan dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan
memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan
tercapainya produk investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Pasal 2

(1) PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur hal-hal meliputi
pedoman umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan dan pedoman
pemantauan tindak lanjut dalam rangka penugasan investigasi.

(2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap pra
perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.

Pasal 3

PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran,
Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C dan Lampiran D yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) investigasi ditetapkan oleh Inspektur
Kabupaten Pasuruan.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 58



